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Abstrak

Desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk memberikan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan.
Kebijakan ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan
relevansi pendidikan di berbagai wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan
desentralisasi pendidikan dan mengidentifikasi dampak serta tantangan implementasinya
dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kajian ini menggunakan analisis kebijakan untuk
mengevaluasi langkah-langkah kebijakan desentralisasi pendidikan yang telah diterapkan
oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur dan data empiris
terkait implementasi desentralisasi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ini
menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif,
seperti peningkatan partisipasi siswa, pemberdayaan pemerintah daerah, dan adaptasi
kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasinya juga
dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah,
kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kendala birokrasi. Kajian ini memberikan
kontribusi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan di
Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih
efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memberikan arahan bagi upaya
peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Desentralisasi Pendidikan.

Abstract

Decentralization of education is the Indonesian government's strategy to give regional
governments greater authority in managing the education system. This policy was
implemented in an effort to improve access, quality, and relevance of education in various
regions. This paper aims to analyze the education decentralization policy and identify the
impacts and challenges of its implementation in the educational context in Indonesia. This
study uses policy analysis to launch educational decentralization policy steps that have been
implemented by the government. Apart from that, this research also involves literature
studies and empirical data related to the implementation of educational decentralization in
various regions of Indonesia. This study shows that the education decentralization policy has
had positive impacts, such as increasing student participation, empowering local
governments, and adapting the curriculum to better suit local needs. However, its
implementation is also faced with a number of challenges, such as disparities in education
quality between regions, a lack of trained human resources, and bureaucratic obstacles. This
study contributes to a further understanding of the dynamics of education decentralization
policies in Indonesia. The implications of these findings can help formulate policies that are
more effective and responsive to local needs, as well as provide direction for efforts to
improve the quality of education as a whole.
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PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional memerlukan perhatian dan

transformasi yang kontinu. Dalam konteks Indonesia, langkah strategis yang diambil untuk
memajukan sistem pendidikan adalah melalui kebijakan desentralisasi. Desentralisasi
pendidikan menjadi sebuah inovasi kebijakan yang bertujuan memberikan otonomi dan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan
pendidikan sesuai dengan konteks local (Sumpena dkk., 2022). Di Indonesia Pendidikan
memiliki peran penting dalam memajukan bangsa, dan desentralisasi pendidikan dapat
menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meratakan mutu pendidikan
di seluruh wilayah.

Desentralisasi pendidikan bukanlah sebuah kebijakan yang muncul begitu saja. Sejarah
panjang pemerintahan di Indonesia, terutama setelah era reformasi, menciptakan
kebutuhan akan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap keberagaman
karakteristik setiap daerah. Landasan hukum untuk kebijakan ini dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan
pijakan hukum bagi desentralisasi pendidikan di tingkat local (Simarmata, 2018).
memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yang
mencakup otonomi pendidikan, kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pendidikan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal
Pendidikan.

Kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki tujuan utama untuk memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pendidikan yang
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat (Ridwan & Sumirat,
2021a). Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif,
dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di seluruh negeri. Dengan demikian, kebijakan
desentralisasi pendidikan di Indonesia memiliki beberapa harapan, seperti peningkatan mutu
dan relevansi pendidikan, pembangunan masyarakat demokrasi, peningkatan daya saing
bangsa, pengembangan otonomi daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui
pelatihan guru.

Desentralisasi juga diartikulasikan sebagai bentuk otonomi pendidikan, yang
memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan
kekhasan dan aspirasi local (Domai, 2011). Otonomi ini mencakup pengelolaan sumber daya,
penetapan kebijakan kurikulum, dan pemberdayaan sekolah-sekolah di tingkat daerah.
Otonomi pendidikan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan, organisasi, sumber daya,
dan kinerja pendidikan di tingkat daerah, serta meningkatkan mutu pendidikan secara
keseluruhan. Dengan demikian, otonomi pendidikan di tingkat daerah diharapkan dapat
memberikan hasil yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan telah menunjukkan sejumlah implikasi
positif. Pemerintah daerah dapat lebih cepat merespon kebutuhan pendidikan yang khusus,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan iklim
pembelajaran yang lebih adaptif. Desentralisasi juga membuka peluang untuk eksperimen
dan inovasi di tingkat lokal yang dapat menjadi model terbaik bagi daerah lain.
Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan telah menunjukkan beberapa implikasi
positif (Pradana & Ma’ruf, 2020), seperti peningkatan mutu dan relevansi pendidikan,
pembangunan otonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru,
pengembangan kurikulum sekolah yang berbasis kompetensi, dan peningkatan daya saing
bangsa.

Namun, di balik potensi positif tersebut, implementasi desentralisasi pendidikan juga
dihadapkan pada sejumlah tantangan. Disparitas kualitas pendidikan antar daerah,
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kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di tingkat lokal, dan perluasan kesenjangan
akses pendidikan menjadi kompleksitas tersendiri yang perlu diatasi. Pembiayaan pendidikan
di tingkat kabupaten/kota masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi,
sehingga otonomi keuangan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan masih terbatas.
Para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan, belum
sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, yang dapat mempengaruhi
kualitas pelaksanaan desentralisasi Pendidikan (Kelana, 2015). Masih terdapat keterbatasan
sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di
tingkat daerah. erdapat isu tentang ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat,
yang dapat mempengaruhi kemandirian dalam mengambil keputusan terkait Pendidikan.
Desentralisasi dapat menekan rasa kekecewaan di daerah terhadap sentralisme kekuasaan
pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik (Wicaksono, 2012a).

Dalam rangka mengeksplorasi lebih jauh kebijakan desentralisasi pendidikan di
Indonesia, artikel ini akan menyelami dampak positif yang telah tercapai, merinci tantangan-
tantangan yang dihadapi, dan merumuskan solusi-solusi potensial untuk meningkatkan
efektivitas implementasi. Dengan begitu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan
komprehensif terhadap dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Metode kajian pustaka adalah

teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan,
serta berbagai laporan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini dilakukan
dengan cara membaca, memahami, dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan dengan
topik yang diteliti. Dalam kajian desentralisasi pendidikan di Indonesia, metode kajian
pustaka dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber
seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen-dokumen terkait. Dalam melakukan kajian
pustaka, peneliti harus memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan relevan dan
tepercaya, serta melakukan analisis dan sintesis terhadap data yang diperoleh untuk
menghasilkan kesimpulan yang akurat dan obyektif (Saputra dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi pendidikan adalah suatu kebijakan yang memberikan wewenang dan

tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah dalam mengatur dan
mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi pendidikan,
keputusan-keputusan terkait kebijakan pendidikan, pengelolaan sekolah, dan alokasi sumber
daya pendidikan diambil oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari
desentralisasi pendidikan adalah untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada
pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan desentralisasi, pemerintah
daerah dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan pengelolaan sekolah
sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada di wilayahnya (Wahyudi & Lutfi, 2019).

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan.
Melalui mekanisme partisipasi, masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, dan tokoh
masyarakat, dapat ikut serta dalam pembuatan kebijakan pendidikan dan pengelolaan
sekolah (Normina, 2016). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
pendidikan di tingkat lokal. Namun, perlu diingat bahwa desentralisasi pendidikan juga
memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara daerah yang dapat
mengimplementasikan desentralisasi dengan baik dan daerah yang mengalami kendala
dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan
dan pengawasan yang efektif.
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Dengan keputusan yang diambil secara lokal, diharapkan pendidikan dapat lebih relevan
dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Namun, implementasi
desentralisasi pendidikan perlu dilakukan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang
terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan
Pendelegasian sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah, termasuk tingkat kabupaten/kota dan sekolah (Sinaulan, 2018).
Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran
dengan kekhasan dan aspirasi lokal, sehingga meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
Konsep desentralisasi juga mencakup manajemen berbasis lokal, pendelegasian wewenang,
dan inovasi kurikulum. Namun, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di
Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan, seperti
ketergantungan keuangan, kualitas pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia,
ketergantungan pada pemerintah pusat, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, implementasi
kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih perlu terus diperhatikan dan dikelola
secara cermat untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Desentralisasi pendidikan adalah konsep di mana keputusan-keputusan terkait
pendidikan diambil oleh pemerintah daerah atau otonomi daerah, bukan oleh pemerintah
pusat. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada
pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya (Pratiwi,
2016).

Beberapa konsep dasar desentralisasi pendidikan antara lain:
a. Otonomi Daerah

Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan
terkait kebijakan pendidikan, kurikulum, dan pengelolaan sekolah di wilayahnya. Hal
ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pendidikan dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

b. Partisipasi Masyarakat
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait
pendidikan. Masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, dan tokoh masyarakat,
dapat ikut serta dalam pembuatan kebijakan pendidikan dan pengelolaan sekolah.
Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pendidikan.

c. Keterlibatan Sekolah
Memberikan kewenangan kepada sekolah dalam mengambil keputusan terkait
pengelolaan sekolah, termasuk penggunaan anggaran, pengembangan kurikulum,
dan rekrutmen guru. Hal ini memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap
kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar.

d. Peningkatan Akses dan Kualitas
Diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Dengan
keputusan yang diambil secara lokal, diharapkan dapat lebih memperhatikan
kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, sehingga pendidikan dapat lebih
relevan dan berkualitas.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, desentralisasi pendidikan diharapkan sebagai
pendeleg asian sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, termasuk tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Hal ini
memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan
kekhasan dan aspirasi lokal, sehingga meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Namun,
implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih perlu terus
diperhatikan dan dikelola secara cermat untuk mencapai hasil yang diharapkan.
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3. Landasan Hukum dan Tujuan Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi pendidikan di Indonesia memiliki landasan hukum utama dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Andrea, 2020). Pasal-pasal
dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan
kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam
pengelolaan sistem pendidikan. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan dan peraturan
daerah juga mendukung desentralisasi pendidikan, memberikan petunjuk lebih rinci terkait
implementasi kebijakan ini di tingkat lokal.

Salah satu tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah memberdayakan pemerintah
daerah untuk mengambil peran lebih aktif dalam merancang, mengelola, dan memantau
sistem pendidikan di wilayahnya (Kuswandi, 2011). Ini menciptakan otonomi lokal dalam
pengambilan keputusan pendidikan. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan
relevansi kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah dapat
menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan inisiatif pendidikan lainnya agar lebih
sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Desentralisasi diharapkan dapat
meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan.
Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan
kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merancang program peningkatan mutu.

Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan adalah
tujuan lainnya. Desentralisasi diharapkan dapat menciptakan mekanisme di mana
masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan dan memberikan
masukan yang berharga. Desentralisasi pendidikan juga sejalan dengan tujuan
pembangunan nasional, terutama dalam mencapai target-target Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) yang terkait dengan pendidikan, seperti peningkatan angka partisipasi
dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan landasan hukum yang kuat dan tujuan yang
jelas, desentralisasi pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem
pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan lokal, sambil tetap
terhubung dengan visi pembangunan nasional.

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang besar untuk meningkatkan

akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Langkah-langkah konkret telah diambil
untuk merancang kebijakan yang dapat memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa
memandang lokasi geografisnya, dapat mengakses pendidikan berkualitas. Berikut adalah
beberapa aspek yang menunjukkan upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
melalui desentralisasi di Indonesia:

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan
dengan kondisi local (Sugianti dkk., 2020). Ini mencakup penentuan kurikulum yang lebih
sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik daerah setempat. Penyesuaian ini dapat
membantu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dana
desa dan alokasi keuangan lokal dapat dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur
pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Pembangunan atau perbaikan
sekolah, penyediaan sarana belajar yang memadai, dan pemberian bantuan transportasi
bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil adalah contoh implementasi nyata untuk
meningkatkan akses.

Desentralisasi memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah dan guru dalam
mengelola pendidikan di tingkat lokal. Mereka dapat lebih fleksibel dalam merancang
strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di lingkungan mereka.
Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional juga dapat
menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pengajaran (Rivalina, 2014). Pemerintah daerah
dapat merancang program beasiswa dan bantuan keuangan untuk mendukung keluarga
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kurang mampu, sehingga memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk
mengakses pendidikan. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan akses dan mendorong
partisipasi lebih banyak siswa dalam pendidikan.

Desentralisasi memungkinkan penyusunan kurikulum yang lebih inklusif dan sesuai
dengan kebutuhan local (Azan & Mesra Wati Ritonga, 2021). Penekanan pada pembelajaran
berbasis lokal dan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya dapat memberikan
pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, meningkatkan kualitas pendidikan
secara keseluruhan. Desentralisasi mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
pendidikan. Melalui mekanisme seperti komite sekolah dan forum pendidikan lokal,
masyarakat dapat ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
program pendidikan di wilayah mereka, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terutama di tengah tantangan seperti pandemi,
desentralisasi memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan guru terkait
teknologi, dan inisiatif pembelajaran jarak jauh dapat mendukung kontinuitas pendidikan.

Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, desentralisasi pendidikan di Indonesia
memiliki dampak positif yang signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di
seluruh negeri. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan aktif
masyarakat, perjalanan ini menuju pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna terus
berkembang.

5. Peluang Adanya Keberagaman Kurikulum
Desentralisasi membuka peluang untuk diversifikasi kurikulum. Pemerintah daerah dapat

mengadaptasi kurikulum nasional dengan menambahkan elemen-elemen lokal yang
memperkaya pengalaman pendidikan siswa. Hal ini diharapkan dapat mempertahankan
kearifan lokal dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang untuk mengakomodasi
keberagaman kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa (Ridwan &
Sumirat, 2021b). Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi pendidikan juga diharapkan dapat
memacu pengembangan kurikulum yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masing-
masing daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Dengan
demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

Keberagaman kurikulum dalam desentralisasi pendidikan adalah hal yang umum terjadi.
Desentralisasi pendidikan adalah proses transfer otoritas dan tanggung jawab pendidikan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Dalam konteks ini, setiap daerah
memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Keberagaman kurikulum ini dapat terjadi
karena setiap daerah memiliki kebijakan dan prioritas pendidikan yang berbeda. Misalnya,
beberapa daerah mungkin lebih fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan
vokasional, sementara daerah lain mungkin lebih mengutamakan pendidikan berbasis
budaya atau lingkungan. Dan juga dapat mencerminkan perbedaan dalam sumber daya dan
kondisi lokal. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan pendidikan yang berbeda,
sehingga kurikulum yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan konteks setempat.

Namun, penting untuk memastikan bahwa keberagaman kurikulum ini tetap mengikuti
standar nasional yang telah ditetapkan. Standar nasional pendidikan memastikan bahwa
setiap siswa di seluruh negara mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Oleh
karena itu, meskipun terdapat keberagaman kurikulum, tetap ada kerangka kerja yang
mengatur dan mengarahkan pelaksanaannya.
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6. Pemberdayaan Pemerintah Daerah
Kebijakan desentralisasi memberdayakan pemerintah daerah dalam pengambilan

keputusan terkait pendidikan. Pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika
lokal dan lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan desentralisasi memberdayakan pemerintah daerah dalam pengambilan
keputusan terkait pendidikan. Berikut ini beberapa poin penting terkait kebijakan
desentralisasi dan pengambilan keputusan terkait pendidikan:

a. Otonomi daerah
Desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah dalam menjalankan proyek-
proyek infrastruktur dan layanan publik, termasuk Pendidikan (RI, t.t.). Otonomi
daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengambil
keputusan terkait pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

b. Pengembangan kurikulum
Desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang untuk mengakomodasi
keberagaman kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa
(Asari & Tenripadang, 2022). Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan
pelayanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

c. Pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
pada dasarnya, termasuk pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan
Pendidikan (Wicaksono, 2012b). Hal ini memberikan lebih besar kemampuan kepada
pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pendidikan, termasuk dalam
aspek pengelolaan keuangan.

d. Pelatihan guru
Pelatihan guru merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan
terkait pendidikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab untuk mengembangkan pelatihan guru di daerah mereka, termasuk dalam
aspek kualitas, jumlah, dan distribusi pelatihan guru.

e. Pengembangan sumber daya manusia
Desentralisasi juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam
pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam aspek Pendidikan. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam
mengembangkan sumber daya manusia, termasuk dalam aspek pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi memberdayakan pemerintah daerah dalam
pengambilan keputusan terkait pendidikan, termasuk dalam aspek otonomi daerah,
pengembangan kurikulum, pengelolaan keuangan daerah, pelatihan guru, dan
pengembangan sumber daya manusia.

7. Tantangan Implementasi
Namun, implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sejumlah

tantangan. Disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya manusia
yang terlatih di tingkat lokal, dan birokrasi yang kompleks menjadi beberapa hambatan yang
perlu diatasi (Saprianto dkk., 2023).

Tantangan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia meliputi beberapa aspek
yang perlu diperhatikan, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber berikut:

a. Ketimpangan Sumber Daya
Setiap daerah memiliki tingkat sumber daya yang berbeda-beda. Tantangan utama
adalah bagaimana mengatasi ketimpangan ini agar setiap daerah memiliki akses
yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Beberapa daerah mungkin memiliki
sumber daya yang cukup untuk mengembangkan pendidikan, sementara daerah lain
mungkin mengalami keterbatasan.
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b. Kualitas dan Konsistensi
Desentralisasi pendidikan dapat menyebabkan perbedaan kualitas dan konsistensi
pendidikan antar daerah. Kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing daerah
dapat berbeda dalam pendekatan, materi, dan standar. Oleh karena itu, penting
untuk memastikan ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk
menjaga kualitas dan konsistensi pendidikan di seluruh negara.

c. Koordinasi dan Kolaborasi
Desentralisasi pendidikan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Tantangan terkait koordinasi ini adalah bagaimana
memastikan adanya kolaborasi yang efektif dalam pengembangan kurikulum,
peningkatan kualitas guru, dan distribusi sumber daya pendidikan. Kolaborasi yang
baik antara pemerintah pusat dan daerah juga penting untuk menghindari tumpang
tindih program dan kebijakan yang tidak efisien.

d. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Implementasi desentralisasi pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang
kompeten di tingkat daerah. Tantangan ini meliputi peningkatan kapasitas guru dan
tenaga kependidikan di daerah, serta penyediaan pelatihan dan pendidikan yang
memadai. Diperlukan investasi yang cukup dalam pengembangan sumber daya
manusia agar mereka dapat mengelola pendidikan dengan baik di tingkat daerah.

e. Monitoring dan Evaluasi
Desentralisasi pendidikan memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat
untuk melacak dan mengevaluasi kinerja pendidikan di setiap daerah. Tantangan ini
adalah bagaimana memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk
mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan memberikan umpan balik yang
memadai kepada pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi yang baik akan
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan kontinu
dalam sistem pendidikan.

Dengan demikian, tantangan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia
meliputi stabilitas politik, keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah,
pengembangan infrastruktur pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan. Mengatasi
tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta
melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merancang solusi yang sesuai dengan
konteks lokal masing-masing. Dengan upaya bersama, implementasi desentralisasi
pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada pendidikan di seluruh
Indonesia.

PENUTUP
Desentralisasi pendidikan di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam

pembentukan arah dan dinamika sistem pendidikan nasional. Sejak diperkenalkan, kebijakan
ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penguatan otonomi daerah dalam
mengelola pendidikan, menciptakan responsibilitas lokal, dan membawa perubahan yang
positif di banyak lapisan masyarakat. Beberapa poin kunci yang mencerminkan perjalanan
desentralisasi pendidikan dan implementasinya di Indonesia.

Desentralisasi pendidikan secara efektif memberdayakan pemerintah daerah untuk
menjadi agen utama dalam pembentukan kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan lokal. Ini menciptakan sebuah model yang inklusif, di mana kebijakan
pendidikan dapat diadaptasi dengan lebih baik untuk memenuhi tuntutan unik setiap daerah.
Kesuksesan desentralisasi terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan kebijakan
pendidikan nasional dengan konteks lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan inisiatif pendidikan lainnya agar lebih
relevan dengan kebutuhan dan budaya setempat. Implementasi desentralisasi telah
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berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan
terpinggirkan. Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mengurangi disparitas
antar daerah dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan
prasarana serta pelatihan tenaga pendidik.

Desentralisasi bukan hanya tentang pemberdayaan pemerintah daerah, tetapi juga
melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini,
masyarakat dapat berperan dalam merancang, mengevaluasi, dan memperkuat kebijakan
pendidikan, menciptakan keterlibatan yang lebih besar dan berkualitas. Meskipun mencapai
sejumlah keberhasilan, desentralisasi pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada
tantangan, termasuk disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya
manusia yang terlatih di tingkat lokal, dan perluasan kesenjangan akses pendidikan.
Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang holistik dan kolaboratif untuk mencapai
hasil yang optimal. Kedepannya kesinambungan dalam pengembangan sistem pendidikan
yang berbasis desentralisasi menjadi kunci. Pemerintah pusat dan daerah perlu
berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan infrastruktur pendidikan,
dan menyederhanakan administrasi pendidikan agar mampu menjawab tantangan masa
depan.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia bukanlah tujuan akhir, tetapi
sebuah perjalanan yang terus berkembang menuju pemenuhan hak pendidikan untuk
semua warga negara Indonesia. Melalui upaya bersama, kita dapat membentuk masa depan
pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan sesuai dengan semangat kemajuan bangsa.
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